PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
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Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon. (0274) 367509 extensi : 419, 457, 466, 467, Faksimile (0274) 6462101
Laman: https://asn.bantulkab.go.id; Posel : bkpsdm@bantulkab.go.id

Bantul, 6 September 2023
Kepada Yth:

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bantul
Di Bantul

Nomor: T/800.1.11.10/00227/PPK

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan pejabat yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen pejabat pada Pemerintah
Kabupaten Bantul untuk melaporkan harta kekayaannya. Peraturan Bupati
Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat
Pemerintah Kabupaten Bantul perlu adanya penyesuaian wajib lapor harta
kekayaan bagi pejabat pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi dari Monitoring Center For Prevention (MCP)
Komisi Pemperantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu upaya pencegahan
tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah memiliki peraturan terkait dengan
wajib lapor harta kekayaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul
Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat

Pemerintah Kabupaten Bantul akan tetapi perlu ada penambahan wajib

lapor;
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2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi
Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul disusun untuk mendorong

pelaksanaan wajib lapor harta kekayaan di Kabupaten Bantul.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud disusunnya rancangan peraturan Bupati ini untuk memberikan
kepastian hukum terhadap penyelenggara negara yang wajib
menyampaikan LHKPN;
2. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan
penyelenggara negara yang mentaati asas asas umum penyelenggaraan

negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN
Sebagai penyesuaian dari Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang

Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul,

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR
1. Pokok pikiran: untuk mematuhi arahan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam hal penambahan wajib lapor bagi pejabat negara lainnya antara lain:
a. Lurah;
b. Ajudan Bupati; dan
c. Ajudan Wajib Bupati.
2. Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah pengaturan terkait mekanisme

penyampaian dan pengelolaan LHKPN serta objek wajib LHKPN.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup
materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Wajib Lapor Harta
Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul Arah dari pengaturan ini
adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan

pelaksanaan wajib lapor harta kekayaan di Kabupaten Bantul.

KEPALA,

Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT
Pembina Utama Muda, 1V/c
NIP. 196805051996031003
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